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TENTANG

JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN

YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA,

Menimbang

DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal
28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Wajib Pajak
harus melampirkan dokumen berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
dalam Surat Pemberitahuannya, dan wajib menyimpan

buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
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Mengingat

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama
10 (sepuluh) tahun di Indonesia;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak
melakukan transaksi dengan para pihak yang
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak,
kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen
dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa
transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai
hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang
Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan
Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai

Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS
DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB
DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA
PENGELOLAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.

2. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa dengan Wajib Pajak.

3. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan
Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.

4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak
Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya

disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah
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(1)

prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam
transaksi yang dilakukan antara para pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding
dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara
para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba
dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama
dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang
laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang
dijadikan sebagai pembanding.
Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang
selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah
penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi.
Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen
yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar
penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh
Wajib Pajak.
Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang
menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup
Usaha yang memenuhi kriteria:
a. menguasai secara langsung atau tidak langsung
satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan
laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia
dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat

emiten bursa efek di Indonesia.

Pasal 2
Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:
a. dokumen induk;

b. dokumen lokal; dan/atau
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c. laporan per negara.

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya
dalam satu Tahun Pajak lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya
dalam satu Tahun Pajak:

1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) untuk transaksi barang
berwujud; atau

2. lebih dari RpS5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa,
pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak
berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi
dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari
pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan  Keempat Undang-Undang  Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen

Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari

kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu

Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi

pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit

Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah), wajib

menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan

Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bagian dari

kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana



